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Peran Kelitbangan Daerah dalam Mewujudkan 
Smart ASN di Daerah

KATA PENGANTAR

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara merupakan secercah harapan bagi terwujudnya Aparatur 
Sipil Negara yang profesional.  Hal ini sejalan pula dengan agenda besar 
Reformasi Birokrasi yang dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) telah memasuki fase ke 3 dengan sasaran 
terwujudnya “Smart ASN”. Jika pada fase sebelumnya menitikberatkan 
pada tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi, maka 
fase yang dimulai pada tahun 2015 hingga 2019 lebih meningkatkan 
kualitas sumber daya aparatur.

Dalam mewujudkan Smart ASN tentunya diperlukan berbagai upaya 
agar Aparatur Sipil Negara tidak hanya memiliki integritas dan 
profesional saja akan tetapi juga mampu membaca peluang, 
mengidentikasi tantangan dan mengatasi setiap permasalahan dalam 
memasuki era persaingan global.

Untuk maksud tersebut, rakor yang bertema “Peran Kelitbangan 
Daerah dalam Mewujudkan Smart ASN” kami lakukan dengan tujuan 
memetakan peran kelitbangan di daerah dalam mewujudkan smart ASN, 
inovasi apa saja yang dilakukan daerah serta tetap menjaga jejaring 
kelitbangan yang nantinya diharapkan dapat bersinergis dan saling 
melengkapi untuk berkontribusi pada upaya mewujudkan Smart ASN. 

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya sehingga Rakor 
Litbang se-Sumatera dapat dilaksanakan. Semoga bermanfaat dan dapat 
berkontribusi dalam kebijakan pemerintah khususnya dalam 
peningkatan sumber daya aparatur.

Aceh Besar, April 2016
Kepala PKP2A IV LAN,

     Ir. Faizal Adriansyah, M.Si
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BAB I
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang
Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) adalah tuntutan untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. Sumber daya aparatur 
merupakan pilar pembangunan nasional, oleh karena itu harus dikelola 
dan dikembangkan melalui manajemen ASN yang profesional. Sebelum 
lahirnya UU ASN, pelaksanaan manajemen ASN belum didasarkan pada 
perbandingan antara kompetensi dan kualikasi yang diperlukan oleh 
jabatan dengan kompetensi dan kualikasi yang dimiliki calon dalam 
rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan sejalan 
dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan manajemen ASN 
yang terdapat dalam UU ASN diselenggarakan secara sistem merit, yaitu 
didasarkan pada kualikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar 
tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal 
usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur dan kondisi kecacatan. 

Pelaksanaan manajemen ASN berbasis sistem merit sejalan dengan 
agenda reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka 
Menengah Nasional ke 3 (2014-2019) dengan sasaran terwujudnya “Smart 
ASN”. 
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Ada sekitar 4,7 juta pegawai ASN di Indonesia yang menjalankan 
fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan 
pemersatu bangsa. Jika dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik 
maka dapat tercipta smart ASN yang pandai berintegritas, profesional, 
kreatif dan memiliki segudang inovasi. Hal ini guna meningkatkan 
kapasitas ASN yang berkelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut, 
Pemerintah menggulirkan tiga program, yakni perencanaan yang sesuai 
dengan arah pembangunan dan kebutuhan, rekrutmen ASN yang bersih 
dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta terciptanya profesionalisme 
ASN.Lebih lanjut juga bahwa Pemerintah akan menargetkan sejumlah 
capaian kapasitas ASN, yakni ASN berwawasan global atau internasional, 
penguasaan bahasa asing, penguasaan IPTEK, serta high collaboration dan 
networking. 

Terkail hal tersebut, kelitbangan daerah tentu memiliki peran yang 
sangat besar untuk berkontribusi memberikan saran, pemikiran melalui 
hasil penelitian atau telaahan yang dapat dijadikan rujukan kebijakan 
pemerintah khususnya pemerintah daerah sehingga dapat mempercepat 
terwujudnya smart ASN. Atas dasar pemikiran di atas, maka Pusat Kajian 
dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV (PKP2A IV) Lembaga 
Administrasi Negara, memandang perlu melakukan Rapat Koordinasi 
Nasional Kelitbangan Se-Sumatera, untuk membahas peran kelitbangan 
di daerah dalam mengoptimalkan peran kelitbangan daerah dalam 
mewujudkan smart ASN di daerah.

Tujuan Rakor
1. Memetakan peran kelitbangan dalam mewujudkan smart ASN;
2. Memetakan inovasi-inovasi di daerah dalam rangka pencapaian smart 

ASN;
3. Membangun dan menjaga jejaring kelitbangan manajemen ASN.

Hasil yang Diharapkan
1. Terpetakan peran kelitbangan dalam mewujudkan smart ASN;
2. Terpetakan inovasi-inovasi di daerah dalam rangka pencapaian smart 

ASN; 
3. Menjaga kesinambungan program jejaring kelitbangan manajemen 

ASN.

Target Peserta dan Penerima Manfaat
Peserta berjumlah 40 orang, yang meliputi:

1. Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan LAN-RI.
2. Kedeputian Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN-RI.
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3. Kedeputian Bidang Diklat LAN-RI.
4. Kepala PKP2A I, II, dan III.
5. Kepala BappedaSe-Sumatera.
6. Kepala Balitbangda Se-Sumatera.

Narasumber
o Er Muthmainah, SS, MA(Kepala Pusat Kajian Inovasi Pelayanan 

Publik LAN RI).
o Nurul Hidayah, SH, M.Si (Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi 

Administrasi Negara).
o DR. Drs.  Alamsyah, M.Pd (Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan dan Inovasi Daerah Sumatera Selatan).

Jadwal, Lokus, Tahapan dan Strategi Pencapaian
Rakor dilaksanakan pada Selasa, 26 April 2016 di Kantor 

Balitbangnovda Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan kegiatan 
dilakukan dengan pola diskusi panel. Diawali dengan pemaparan materi 
oleh narasumber kemudian dilanjutkan dengan pembentukan diskusi 
kelompok serta penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut. 
Untuk Tahapan-tahapannya sebagai berikut:
1. Penyusunan dan penyempurnan term of reference (ToR).
2. Penjajakan kemitraan dengan Balitbangnovda Sumatera Selatan 

(Konsolidasi).
3. Rapat Kepanitiaan.
4. Pengiriman undangan narasumber dan peserta Rakor. 
5. Penyelenggaraan Rakor.
6. Pelaporan Rakor.
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B. Sambutan Kepala Bidang Kajian Kebijakan Inovasi Administrasi 
Negara

Bahwa pelaksanaan Rakor Kajian di Palembang ini merupakan Rakor 
ke 5 sejak berdirinya Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 
IV (PKP2A) LAN RI. 

Sebagai perpanjangan tangan LAN di wilayah Sumatera, dalam 
upaya untuk terus mewujudkan agenda Reformasi Birokrasi, tentunya 
kami sangat ingin membangun jejaring yang lebih luas khususnya dalam 
Penelitian dan Pengembangan yang menjadi salah satu concern kita.

Jejaring yang mulai dibangun sejak pelaksanaaan rakor 2014 di Banda 
Aceh, dilanjutkan di Padang, Sumatera Barat tahun 2015 dan pada 
kesempatan ini Rakornas Litbang se-sumatera dapat kita laksanakan di 
Palembang. Hal ini tentu atas dukungan Bapak Sekda dan niat baik 
terhadap kesinambungan Jejaring Litbang oleh Kepala Badan LitbangNov 
Sumsel, bapak Alamsyah dan teman-teman.Untuk itu, atas nama LAN 
kami ucapkan terimakasih atas keikhlasan memfasilitasi kegiatan ini.

Rapat koordinasi yang bersifat nasional yang bertema “Peran 
Kelitbangan Darah dalam Mewujudkan Smart ASN” dilatar belakangi 
oleh keprihatinan kita terhadap masih lemahnya kita dalam menghadapi 
persaingan global. Kita belum memiliki peran yang berarti dalam 
menghadapi MEA 2015. Hal ini tidak lepas dari peran serta aparatur yang 
masih jauh dari harapan. Untuk itu, memasuki fase ketiga menuju fase 
Keempat dalam agenda Reformasi Birokrasi, maka diharapkan pada 
Tahun 2019 kita telah memilki Smart ASN yang mampu mewujudkan  
aparatur kelas dunia. Karenanya, kita menyadari salah satu peran 
kelitbangan dalam mengkaji dan menganalisis berbagai isu strategis yang 
menjadi permasalahan dalam pembangunan nasional. Untuk itu, rakor 
kali ini bertujuan, memetakan peran kelitbangan dalam mewujudkan 
smart ASN, memetakan inovasi-inovasi di daerah dalam rangka 
pencapaian smart ASN, membangun dan menjaga jejaring kelitbangan 
manajemen ASN, sehingga rakor ini akan menghasilkan rekomendasi 
yang berarti melalui terpetakannya peran kelitbangan dalam 
mewujudkan smart ASN, terpetakannya inovasi-inovasi di daerah dalam 
rangka pencapaian smart ASN dan yang terakhir , kesinambungan 
program jejaring kelitbangan manajemen ASN dapat terus terjaga.

Untuk memperkuat substansi dimaksud maka selaku narasumber 
rakor adalah Kapus Inovasi pelayan Publik LAN RI, Kabid Kajian 
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Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, serta Kepala Badan 
Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah provinsi Sumatera Selatan 
sebagai praktisi Inovasi Daerah.

Adapun peserta berjumlah 40 orang, yang terdiri dari unsur: 
Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan LAN-RI, Kedeputian Bidang Inovasi 
Administrasi Negara LAN-RI,Kedeputian Bidang Diklat LAN-RI, PKP2A 
I, II, dan III, Bappeda Se-Sumatera, Balitbangda Se-Sumatera. 

Kami tidak salah memilih Sumatera Selatan sebagai Rakor tahun ini, 
mengingat  Sumatera selatan sebagai satu-satunya provinsi yang 
memiliki Sistem Inovasi Daerah yang merupakan bagian penting dalam 
upaya menggali dan mengembangkan potensi daerah.

Kepala Bidang KKIAN PKP2A IV LAN,
Nurul Hidayah, SH, M.Si
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Sumsel, bapak Alamsyah dan teman-teman.Untuk itu, atas nama LAN 
kami ucapkan terimakasih atas keikhlasan memfasilitasi kegiatan ini.

Rapat koordinasi yang bersifat nasional yang bertema “Peran 
Kelitbangan Darah dalam Mewujudkan Smart ASN” dilatar belakangi 
oleh keprihatinan kita terhadap masih lemahnya kita dalam menghadapi 
persaingan global. Kita belum memiliki peran yang berarti dalam 
menghadapi MEA 2015. Hal ini tidak lepas dari peran serta aparatur yang 
masih jauh dari harapan. Untuk itu, memasuki fase ketiga menuju fase 
Keempat dalam agenda Reformasi Birokrasi, maka diharapkan pada 
Tahun 2019 kita telah memilki Smart ASN yang mampu mewujudkan  
aparatur kelas dunia. Karenanya, kita menyadari salah satu peran 
kelitbangan dalam mengkaji dan menganalisis berbagai isu strategis yang 
menjadi permasalahan dalam pembangunan nasional. Untuk itu, rakor 
kali ini bertujuan, memetakan peran kelitbangan dalam mewujudkan 
smart ASN, memetakan inovasi-inovasi di daerah dalam rangka 
pencapaian smart ASN, membangun dan menjaga jejaring kelitbangan 
manajemen ASN, sehingga rakor ini akan menghasilkan rekomendasi 
yang berarti melalui terpetakannya peran kelitbangan dalam 
mewujudkan smart ASN, terpetakannya inovasi-inovasi di daerah dalam 
rangka pencapaian smart ASN dan yang terakhir , kesinambungan 
program jejaring kelitbangan manajemen ASN dapat terus terjaga.

Untuk memperkuat substansi dimaksud maka selaku narasumber 
rakor adalah Kapus Inovasi pelayan Publik LAN RI, Kabid Kajian 
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Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, serta Kepala Badan 
Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah provinsi Sumatera Selatan 
sebagai praktisi Inovasi Daerah.

Adapun peserta berjumlah 40 orang, yang terdiri dari unsur: 
Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan LAN-RI, Kedeputian Bidang Inovasi 
Administrasi Negara LAN-RI,Kedeputian Bidang Diklat LAN-RI, PKP2A 
I, II, dan III, Bappeda Se-Sumatera, Balitbangda Se-Sumatera. 

Kami tidak salah memilih Sumatera Selatan sebagai Rakor tahun ini, 
mengingat  Sumatera selatan sebagai satu-satunya provinsi yang 
memiliki Sistem Inovasi Daerah yang merupakan bagian penting dalam 
upaya menggali dan mengembangkan potensi daerah.

Kepala Bidang KKIAN PKP2A IV LAN,
Nurul Hidayah, SH, M.Si
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C.  Arahan Deputi Bidang Kajian Kebijakan

Rakornas yang bertema “Peran Kelitbangan Daerah dalam 
Mewujudkan Smart ASN” dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap 
masih lemahnya kita dalam menghadapi persaingan global. Kita belum 
memiliki peran yang berarti dalam menghadapi MEA 2015. Hal ini tidak 
lepas dari peran serta aparatur yang masih jauh dari harapan. Untuk itu, 
memasuki fase ketiga dalam agenda reformasi birokrasi, maka 
diharapkan pada 2019 kita memilki Smart ASN yang mampu 
mewujudkan aparatur kelas dunia. Kita menyadari salah satu peran 
kelitbangan adalah mengkaji dan menganalisis berbagai isu strategis yang 
menjadi permasalahan dalam pembangunan nasional.

Lembaga penelitian dan pengembangan harus peka terhadap isu-isu 
aktual dan isu strategis yang sedang berkembang. Perlu dicermati bahwa 
kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh inovasi-inovasi yang 
dilakukan pemerintah daerah tersebut.

Bagi lembaga penelitian dan pengembangan, data merupakan hal 
yang sangat penting. Lembaga litbang harus mempunyai database yang 
lengkap dan akurat agar dapat menjadi rujukan bagi instansi-instansi lain.

Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik LAN RI,
Er Muthmainah, SS, MA
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BAB II
PEMBAHASAN MATERI

A. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik di Daerah Menuju Smart ASN
 Oleh: Er Muthmainah, SS, MA (Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik  LAN 

RI)
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B. Peran Balitbangnovda dalam Mengembangkan Sistem Inovasi 
Daerah Sumatera Selatan 
Oleh : DR. Drs. Alamsyah, M.Pd (Plt. Kepala Balitbangnovda Provinsi 
Sumatera Selatan)
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D.  TANYA JAWAB

a. Trisko Defriyansa, ST, M.Si (Bappeda Kota Lubuk Linggau)
Menyikapi kebijakan yang ada saat ini, Indonesia merupakan negara 

yang melahirkan banyak kebijakan. Lembaga legislatif selaku lembaga 
pembentuk kebijakan hendaknya harus memperhatikan kualitas 
kebijakan yang dibuat jangan hanya tinggi kuantitas saja tapi juga harus 
kaya fungsi. Kebanyakan kebijakan yang dibuat sangat kaku/rigid, 
adapula beberapa kebijakan yang tumpang tindih dengan kebijakan lain.

Terkait undang-undang tentang daerah istimewa dan khusus. 
Apakah masih diperlukan kebijakan tersebut mengingat daerah-daerah 
yang mendapatkan label kekhususan (otonomi khusus) tersebut 
merupakan daerah-daerah yang awalnya melakukan gerakan 
pemberontakan. Jika dapat dianalogikan, apakah untuk mendapatkan 
perhatian orang tua, seorang anak harus menjadi nakal dulu dan 
bagaimana cara memperhatikan anak yang sudah baik dan memiliki 
prestasi? 

Pertanyaan selanjutnya terkait dengan implementasi UU ASN yang 
sejak 2014 sudah diterbitkan, sampai saat ini sudah dua tahun berjalan 
tetapi belum rampung peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan teknis 
dari UU tersebut. Kalau bisa saat ini pemerintah harus melakukan 
percepatan sebagai kunci mewujudkan smart ASN maka kesejahteraan 
pegawai ASN harus distandarkan.

Jawab:
Menghadapi dinamika reformasi dan otonomi daerah, maka perlu 

adanya penetapan strategi yang secara mantap mampu menghadapi 
segala gejala perubahan dimaksud. Strategi yang baik tentunya adalah 
strategi yang mampu merubah tantangan menjadi peluang. Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan 
salah satu peraturan yang menjadi titik tolak untuk berubahnya wajah 
birokrasi di Indonesia. Undang-undang inilah yang diharapkan akan 
memaksa birokrasi untuk merubah kondisinya yang selama ini sering 
dikeluhkan masyarakat karena birokrasi yang dianggap lamban, tambun 
dan berkinerja rendah. Sementara tantangan birokrasi saat ini cukup 
berat, 2015 adalah tahun dilaksanakannya Masyarakat Ekonomi Asean 
(MEA) dengan kinerja birokrasi yang masih jauh di bawah Singapura, 
Malaysia dan Philipina serta hanya satu tingkat diatas Vietnam, perlu 
perubahan yang radikal dan cepat untuk terwujudnya birokrasi yang 
efektif esien sehingga akan mendorong tercipatanya “Pemerintahan 
Kelas Dunia”.
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Belum satupun peraturan pemerintah yang diamanatkan UU 
tersebut diselesaikan oleh pemerintah. Baru satu peraturan presiden yang 
terbit, yaitu tentang Komisi Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, tidak 
menjalankan perintah undang-undang sejatinya sudah merupakan 
pelanggaran atas konstitusi yang perlu diputuskan oleh Mahkamah 
Konstitusi (Pasal 24C UUD 1945). Dengan demikian, ini bukanlah perkara 
sederhana. Sebetulnya, tanpa harus ada ancaman atau konsekuensi 
tersebut pun, jika para pemangku kepentingan di republik ini menaruh 
perhatian pada pembenahan birokrasi, penyelesaian peraturan-peraturan 
pemerintah yang dibutuhkan akan dilakukan dengan sungguh-sungguh 
dan tidak mengulur-ulur waktu.

b. Sakib Arsalam, S.Hi, Lc (PKP2A II Makassar)
Apakah sudah terbangun komunikasi antar litbang di daerah 

Provinsi Sumatera Selatan serta bagaimana pelibatan lembaga-lembaga 
litbang di daerah untuk membangun kesejahteraan di Provinsi Sumatera 
Selatan?

Jawab:
Kekuatan unsur penelitian dan pengembangan (litbang), terutama 

dalam segala lini dan sektor pemerintahan menjadi sangat strategik dan 
mengedepan. Dengan demikian peran dan fungsi institusi litbangda perlu 
diberdayakan dalam rangka memberikan kontribusi nyata bagi adanya 
perubahan tatanan hidup secara lebih baik dan kondusif. Langkah-
langkah strategis yang perlu dilakukan diantaranya adalah dengan 
mengembangkan konsep jejaring litbang dalam rangka pencapaian visi 
dan misi litbang secara lebih luas. Pemerintah daerah Sumatera Selatan 
telah membentuk jejaring litbang yang beranggotakan lembaga-lembaga 
litbang daerah kabupaten/kota. Hal ini senada dengan prinsip 
manajemen modern, suatu organisasi atau lembaga akan mampu 
memberikan hasil optimal apabila memiliki jejaring (networking) yang 
kuat. Jejaring litbang di Sumatera Selatan secara ekspektatif berperan 
sebagai fasilitator, organisator, konseptor, dan motivator yang 
memungkinkan adanya ruang gerak secara luas, sesuai kapasitas peran 
dan fungsinya tersebut. 

c. Kiagus Muhammad Akib, S.Sos, M.AP (Kominfo Ogan Komering 
Ulu)

Menyikapi Rakornas Litbang dengan tema peran lembaga litbang di 
daerah dalam mewujudkan smart ASN merupakan kegiatan yang sejalan 
dengan program pemerintah dan harus secara serius didiskusikan. Forum 
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ini nantinya diharapkan akan membuka pengetahuan dan wawasan bagi 
peserta yang terlibat untuk meningkatkan peran lembaga/instansinya 
dalam mencapai smart ASN di daerah.

Terkait pelayanan publik di daerah, saya memimpikan suatu saat 
nanti pelayanan publik di Indonesia sistem pelaksanaannya seperti 
olx.co.id yang bisa diperjualbelikan dan dapat dikirim ke rumah langsung 
dengan jumlah biaya serta waktu penyelesaiannya yang jelas.

Selanjutnya saya mengharapkan LAN sebagai pusat kajian bisa 
mampu melahirkan inovasi-inovasi yang dapat diimplementasikan di 
daerah-daerah. Karena pada hakikatnya inovasi akan menjawab berbagai 
macam keterbatasan.

Jawab:
Pemerintah daerah mesti memiliki kemampuan berinovasi guna 

menjalankan fungsinya. Terkait dengan itu, driving force utama sebagai 
mesin penggerak sistem kerja ini adalah dengan adanya dukungan 
inisiatif prinsipil atau political will dari kepala pemerintahan setempat 
dalam membuka ruang pembangunan sedemikian rupa yang pada 
hakikatnya bermuara pada adanya empati dan keyakinan kuat dalam 
memobilisasi wacana dan gerakan ini sebagai sebuah upaya 
pembangunan daerah. Inovasi bagi pemerintah daerah merupakan suatu 
keharusan guna mengimplementasikan substansi dari pelaksanaan 
desentralisasi yaitu mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi 
masyarakatnya berdasarkan aspirasi dan potensi lokal serta pengentasan 
kemiskinan secara berkesinambungan. Hal ini dapat kita lihat pada 
pengalaman Prefektur Oita di Jepang yang melakukan inovasi program di 
tahun 1979 melalui gerakan One Village One Product (OVOP) yang terbukti 
mampu mengubah Oita yang sebelumnya terbelakang secara ekonomi 
menjadi sebuah daerah yang sukses secara ekonomi. Untuk kasus 
Indonesia, telah banyak daerah yang melakukan inovasi program untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sebut saja Kabupaten Jembrana 
dalam peningkatan pelayanan publik dan perekonomian daerah, 
Kabupaten Banjarnegara melalui Pembenahan Manajemen Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Banjarnegara, Kabupaten Deliserdang melalui 
pembentukan LEPP-M3 sebagai upaya pemberdayaan ekonomi 
masyarakat pesisir, Kabupaten Gianyar melalui Gianyar Sejahtera, 
Kabupaten Sumba Timur melalui pelatihan aparatur pemerintah desa.

Narasi tentang daerah yang bekerja keras untuk kemakmuran 
rakyatnya mungkin juga banyak di daerah-daerah lain. Hanya saja karena 
keterbatasan informasi sehingga tidak memungkinkan untuk diketahui 
oleh publik. Tetapi yang paling penting adalah harusnya semua daerah 
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berlomba dengan waktu untuk memikirkan dan melaksanakan program 
inovasi bagi kepentingan kesejahteraan warganya.

Program inovasi yang telah diimplementasikan banyak pemerintah 
kabupaten tentu akan dapat menjadi inspirasi ataupun pelajaran dan 
contoh bagi daerah lain. Merujuk pada pengalaman daerah-daerah dan 
kerangka teori yang ada, sebuah inovasi adalah merupakan proses yang 
dimulai dengan keinginan untuk menjadi lebih baik yang kemudian 
dilanjutkan dengan usaha untuk mewujudkanya dan membuatnya 
berjalan dengan baik. Inovasi sangat terkait dengan penemuan di mana 
secara umum inovasi muncul dari sebuah proses trial and error dan bukan 
dari sebuah perencanaan besar. Dalam menyusun program inovasi ini 
maka faktor-faktor yang mejadi pertimbangan dasar adalah : (1) 
Komitmen kepala daerah dan aparat birokrasi, (2) Keterlibatan semua 
stakeholder dalam masyarakat, (3) Komitmen untuk esiensi di semua 
sektor dan (4) Pemilihan prioritas program yang akan dilakukan 
disesuaikan dengan kondisi lokal walaupun ada beberapa hal yang 
merupakan kondisi umum. 

Kita perlu mendorong dan memberikan dukungan agar semua 
daerah semestinya lebih berpikir untuk menemukan program inovasi 
sesuai dengan konteks daerahnya. Sebab program inovasi pemerintah 
daerah senantiasa berkaitan erat dengan upaya perbaikan kualitas hidup 
dari banyak masyarakat di banyak daerah. Disinilah peranan pendidikan 
tinggi dengan sumber daya yang dimilikinya menjadi lebih strategis 
untuk membantu pemda dalam mewujudkannya.

E. Hasil Diskusi Rakornas Kelitbangan
Hasil diskusi peserta rakornas membahas tiga isu penting terkait:

No Konten Saran dan Masukan

1

 

Pemahaman Bapak/Ibu 
tentang konsep inovasi 
pelayanan publik dalam 
kerangka UU ASN

 

1.

 

Penyederhanaan regulasi terkait 
dengan pelayanan publik mulai dari 
undang-undang, peraturan 
pemerintah, peraturan menteri dan 
peraturan daerah.

 

2.
 
Sistem penyelenggaraan pelayanan 

publik dihilangkan dari yang manual 
sistem ke berbasis web/IT

 

3.
 
Peningkatan kompetensi ASN 
berbasis profesional dan keahlian

 
 

44

4.
 
Dalam rangka pencegahan lambatnya 
pelayanan publik ke masyarakat 
maka dibutuhkan standarisasi sistem 

penggajian dari pusat sampai ke 
daerah.  

5. Diadakan inovasi manajemen SDM 
sektor publik untuk implementasi 
efektif dalam pelayanan publik ada 
tidaknya dampak positif dari suatu 
inisiatif perubahan harus 
berkesinambungan dan tidak 

tergantung pada konseptornya.  
 

 

2
 

Pemahaman Bapak/Ibu 
tentang pentingnya 
peran ASN dalam 
mewujudkan inovasi 

pelayanan publik
 

1.
 
ASN adalah pelayan terdepan 
seyogyanya harus berinovasi agar 
dapat memberikan pelayanan terbaik 
pada publik.

 

2.
 
Harus ada komitmen dari personal 
ASN sendiri untuk perubahan yang 
lebih baik.  

3. ASN berkewajiban mewujudkan 
inovasi pelayanan publik yang 
terintegrasi dan berdedikasi tinggi.  

4. Peran ASN dalam mewujudkan 
inovasi pelayanan publik sangatlah 

penting sebagai terobosan dalam 
menjalankan roda pemerintahan guna 
memberikan pelayanan yang lebih 
baik kepada masyarakat baik secara 
langsung atupun tidak langsung.  

3
 

Strategi penguatan 
jejaring kelitbangan 
dalam mewujudkan 
smart

 
ASN

 

1.
 
Penguatan kelitbangan dalam 
mewujudkan smart

 
ASN guna 

mewujudkan infrastruktur yang 
handal
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BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
Rakornas Litbang Se-Sumatera yang dilaksanakan di Kota 

Palembang, Sumatera Selatan ini merupakan Rakornas ke 5 (lima) sejak 
berdirinya Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) 
IV. Sebagai perpanjangan tangan Lembaga Administrasi Negara (LAN) di 
wilayah Sumatera, PKP2A IV melalui Rakornas ini berupaya untuk terus 
mewujudkan agenda reformasi birokrasi salah satunya dengan 
membangun jejaring yang lebih luas khususnya dalam penelitian dan 
pengembangan. Terkait dengan hal tersebut, kelitbangan daerah tentu 
memiliki peran yang sangat besar untuk berkontribusi memberikan saran, 
pemikiran melalui hasil penelitian atau telaahan yang dapat dijadikan 
rujukan kebijakan pemerintah khususnya pemerintah daerah sehingga 
dapat mempercepat terwujudnya smart ASN.

Berdasarkan hasil pemaparan narasumber, tanya jawab serta diskusi 
kelompok maka forum secara umum berhasil mengidentikasi beberapa 
hal diantaranya:
1. Rakornas yang bertema “Peran Kelitbangan Daerah dalam 

Mewujudkan Smart ASN” dilatarbelakangi oleh keprihatinan 
terhadap masih lemahnya peran serta aparatur kita dalam 
menghadapi persaingan global, maka memasuki fase ketiga dalam 
agenda reformasi birokrasi diharapkan pada 2019 kita memiliki Smart 
ASN yang mampu mewujudkan aparatur kelas dunia. 

2. Kita menyadari salah satu peran kelitbangan adalah mengkaji dan 
menganalisis berbagai isu strategis yang menjadi permasalahan dalam 
pembangunan nasional. Oleh karenanya lembaga penelitian dan 
pengembangan harus peka terhadap isu-isu aktual dan isu strategis 
yang sedang berkembang. Perlu juga dicermati bahwa kemajuan suatu 
daerah sangat ditentukan oleh inovasi-inovasi yang dilakukan 
pemerintah daerah tersebut.

3. Kita perlu mendorong dan memberikan dukungan agar semua daerah 
semestinya lebih berpikir untuk menemukan program inovasi sesuai 
dengan konteks daerahnya. Sebab program inovasi pemerintah daerah 
senantiasa berkaitan erat dengan upaya perbaikan kualitas hidup 
masyarakat. Di sinilah peranan lembaga litbang serta unsur 
pendidikan tinggi dengan sumber daya yang dimilikinya menjadi 
lebih strategis untuk membantu pemerintah daerah dalam 
mewujudkannya.
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B. Rekomendasi
Berdasarkan hasil pemetaan dan saran-saran yang diberikan peserta, 

maka Rapat Koordinasi Nasional Kelitbangan Tahun 2016, menghasilkan 
butir-butir rekomendasi  sebagai berikut:

No Konten Rekomendasi

1

 

Konsep inovasi 
pelayanan publik dalam 
kerangka UU ASN

 
1.

 

Adanya penyederhanaan regulasi 
terkait dengan pelayanan publik 
mulai dari undang-undang, 
peraturan pemerintah, peraturan 
menteri dan peraturan daerah. 
Sehingga tidak ada tumpang

 
tindih 

kebijakan yang dapat 
mengakibatkan kebingungan bagi 
pemerintah daerah selaku pelaksana 
kebijakan publik dalam 
mengimplementasikannya di 
lapangan.

 

2. Sistem penyelenggaraan pelayanan 

publik dihilangkan dari yang 
manual sistem ke berbasis web/IT,  
sehingga dapat meminimalisir 
terjadinya korupsi kolusi dan 
nepotisme yang selama ini 
berkembang.  

3. Peningkatan kompetensi ASN 
berbasis profesional dan keahlian.  

4. Diadakan inovasi manajemen SDM 
sektor publik untuk implementasi 
efektif dalam pelayanan publik ada 
tidaknya dampak positif dari suatu 
inisiatif perubahan harus 
berkesinambungan dan tidak 
tergantung pada konseptornya. 

 

 2
 

Peran ASN dalam 
mewujudkan inovasi 
pelayanan publik

 

1.
 

ASN adalah pelayan terdepan 
seyogyanya harus berinovasi agar 
dapat memberikan pelayanan 

terbaik pada publik.

 2.

 

Harus ada komitmen dari personal 
ASN sendiri untuk perubahan yang 
lebih baik.

47



BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
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B. Rekomendasi
Berdasarkan hasil pemetaan dan saran-saran yang diberikan peserta, 

maka Rapat Koordinasi Nasional Kelitbangan Tahun 2016, menghasilkan 
butir-butir rekomendasi  sebagai berikut:
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Konsep inovasi 
pelayanan publik dalam 
kerangka UU ASN
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mulai dari undang-undang, 
peraturan pemerintah, peraturan 
menteri dan peraturan daerah. 
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tindih 

kebijakan yang dapat 
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pemerintah daerah selaku pelaksana 
kebijakan publik dalam 
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nepotisme yang selama ini 
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sektor publik untuk implementasi 
efektif dalam pelayanan publik ada 
tidaknya dampak positif dari suatu 
inisiatif perubahan harus 
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 2
 

Peran ASN dalam 
mewujudkan inovasi 
pelayanan publik

 

1.
 

ASN adalah pelayan terdepan 
seyogyanya harus berinovasi agar 
dapat memberikan pelayanan 

terbaik pada publik.

 2.

 

Harus ada komitmen dari personal 
ASN sendiri untuk perubahan yang 
lebih baik.
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3.
 

ASN berkewajiban mewujudkan 
inovasi pelayanan publik yang 
terintegrasi dan berdedikasi tinggi.

 

4.
 

Peran ASN dalam mewujudkan 
inovasi pelayanan publik sangatlah 

penting sebagai terobosan dalam 
menjalankan roda pemerintahan 
guna memberikan pelayanan yang 
lebih baik kepada masyarakat baik 
secara langsung atupun tidak 
langsung.  

 

  

3 Strategi penguatan 
jejaring kelitbangan 
dalam mewujudkan 
smart

 
ASN

 

1. Adanya forum-forum kelitbangan 
daerah yang dapat 
mengkomunikasikan kegiatan-
kegiatan penelitian dan 

pengembangan agar terjadi 
keselarasan dalam pencapaian 
tujuan.  

 2.
 

Tersedianya database yang lengkap 
dan akurat masing-masing lembaga 
penelitian dan pengembangan agar 
dapat menjadi rujukan bagi 

pimpinan daerah dalam hal 
pengambilan kebijakan .

 

48

NO.
 

NAMA
 

JABATAN
 

1. Nurul Hidayah, SH, M.Si Penanggung Jawab

2. Hilma Yuniasti, S.Hi Ketua  

3. Rati Sumanti, S.Sos Anggota  

4. Ervina Yunita, S.Si Anggota  

5. Henri Sinurat, S.IP Anggota

6. M. Ikhsan, S.Pd.I Anggota

   

   

Lampiran 1
SK Tim dan Jadwal Rakornas Litbang

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATKER 680612

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
APARATUR IV

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (PKP2A IV LAN)
NOMOR: 19/PIV.1/HKM.03.2

TENTANG
TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI KAJIAN

TAHUN ANGGARAN 2016

Ditetapkan di  : Aceh Besar
Pada tanggal  : 4 Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PKP2A IV LAN,

Faizal Adriansyah
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JADWAL RAKORNAS LITBANG 
Palembang, 26 April 2016

NO. WAKTU KEGIATAN PELAKSANA
 

08.00 -

 

08.30 Registrasi dan Pembukaan

 

1

 
08.00 -

 
08.30

 
Registrasi Peserta

 
Panitia

 

08.30 -
 

09.00
 

Laporan 
Penyelenggaraan 

Rakornas
 

Kepala Bidang 
KKIAN PKP2A IV 

LAN
 

 
Sambutan

 
Kepala Pusat Inovasi 

Pelayanan Publik 
LAN

 

 
Sambutan sekaligus 
pembukaan Rakornas

 
Asisten IV Bidang 
Administrasi dan 

Umum Setda 
Provinsi Sumatera  

Selatan  

09.00 - 09.15 Coffee Break Panitia  

    
2 09.15 - 13.00 Pemaparan Materi

Sesi I

 

09.15 -

 
09.45

 
Pengembangan 
Inovasi Pelayanan 
Publik di Daerah 

Menuju Smart ASN
 

Er Muthmainah, 
SS, MA (Kepala 
Pusat Inovasi 

Pelayanan Publik 
LAN RI)

 

09.45 -
 

10.15
 

Penguatan Jejaring 
Kelitbangan dalam 

Pengembangan 
Inovasi Pelayanan 
Publik di Daerah  

Nurul Hidayah, SH, 
M.Si (Kepala Bidang 

Kajian Kebijakan 
dan Inovasi 
Administrasi Negara 

PKP2A IV LAN)  

10.15 - 10.45 Peran Balitbangnovda 

dalam 
Mengembangkan 
Sistem Inovasi Daerah 

(SIDa) di Provinsi 
Sumatera Selatan

Dr. Drs. Alamsyah, 

M.Pd (Kepala 
Balitbangnovda 
Provinsi Sumatera 

Selatan)  
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10.45 - 12.00 Diskusi dan Tanya 

Jawab 

Moderator  

12.00 - 13.00 Istirahat, Makan 

Siang dan Shalat  

Panitia  

    
3

 
13.00 -

 
14.30 Diskusi Kelompok

 
13.00 -

 
14.00

 
Diskusi Kelompok

  14.00 -
 

14.30
 

Presentasi Kelompok
 

Peserta –
 

Panitia
 

    4
 

14.30 -
 
15.00 Penutupan

 14.30 -
 

15.00
 

Penutupan
 

Kepala Pusat Inovasi 

Pelayanan Publik 
LAN RI

 15.00 -

 Selesai
Coffee Break&

 Pembagian Sertikat
Panitia

 

 Peserta – Panitia
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Inovasi Pelayanan 
Publik di Daerah 

Menuju Smart ASN
 

Er Muthmainah, 
SS, MA (Kepala 
Pusat Inovasi 

Pelayanan Publik 
LAN RI)

 

09.45 -
 

10.15
 

Penguatan Jejaring 
Kelitbangan dalam 

Pengembangan 
Inovasi Pelayanan 
Publik di Daerah  

Nurul Hidayah, SH, 
M.Si (Kepala Bidang 

Kajian Kebijakan 
dan Inovasi 
Administrasi Negara 

PKP2A IV LAN)  

10.15 - 10.45 Peran Balitbangnovda 

dalam 
Mengembangkan 
Sistem Inovasi Daerah 

(SIDa) di Provinsi 
Sumatera Selatan

Dr. Drs. Alamsyah, 

M.Pd (Kepala 
Balitbangnovda 
Provinsi Sumatera 

Selatan)  
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10.45 - 12.00 Diskusi dan Tanya 

Jawab 

Moderator  

12.00 - 13.00 Istirahat, Makan 

Siang dan Shalat  

Panitia  

    
3

 
13.00 -

 
14.30 Diskusi Kelompok

 
13.00 -

 
14.00

 
Diskusi Kelompok

  14.00 -
 

14.30
 

Presentasi Kelompok
 

Peserta –
 

Panitia
 

    4
 

14.30 -
 
15.00 Penutupan

 14.30 -
 

15.00
 

Penutupan
 

Kepala Pusat Inovasi 

Pelayanan Publik 
LAN RI

 15.00 -

 Selesai
Coffee Break&

 Pembagian Sertikat
Panitia

 

 Peserta – Panitia
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Lampiran 2
Foto-foto Kegiatan

53

Foto Bersama Narasumber dan Peserta Rakor Litbang

Peserta Sedang Melakukan Registrasi Kehadiran

 Suasana Rakor Kelitbangan

52

Narasumber: 
Er Muthmainnah, SS, MA (Kapus Inovasi Pelayanan Publik LAN RI), 

Nurul Hidayah, SH, M.Si (Kabid KKIAN PKP2A IV LAN ), 
DR. Drs. Alamsyah, M.Pd (Plt. Kepala Balitbangnovda Sumsel). 

Moderator: 
Herani Rizkia

Panitia Rakor Litbang Bersama Asisten IV Pemprov Sumsel 
dan Kepala Balitbangnovda Sumsel

Serah terima cenderamata (tanda penutupan rakor)



Lampiran 2
Foto-foto Kegiatan

53

Foto Bersama Narasumber dan Peserta Rakor Litbang

Peserta Sedang Melakukan Registrasi Kehadiran

 Suasana Rakor Kelitbangan
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Narasumber: 
Er Muthmainnah, SS, MA (Kapus Inovasi Pelayanan Publik LAN RI), 

Nurul Hidayah, SH, M.Si (Kabid KKIAN PKP2A IV LAN ), 
DR. Drs. Alamsyah, M.Pd (Plt. Kepala Balitbangnovda Sumsel). 

Moderator: 
Herani Rizkia

Panitia Rakor Litbang Bersama Asisten IV Pemprov Sumsel 
dan Kepala Balitbangnovda Sumsel

Serah terima cenderamata (tanda penutupan rakor)



Kelompok 1: 
Pemahaman tentang 

konsep inovasi 
pelayanan publik 

dalam kerangka UU 
ASN
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Kelompok 2: 
Pemahaman tentang 

pentingnya peran 
ASN dalam 

mewujudkan inovasi 
pelayanan publik

Kelompok 3: 
Strategi penguatan 

jejaring kelitbangan 
dalam mewujudkan 

smart ASN




